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1. Umumn

Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan keuangan negara, khususnya dalam penerimaan dari sektor
pajak perlu dikelola dengan baik. Salah satu upaya dalam transparansi
dan akuntab111tas tersebut melalui data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
baik pribadi maupun badan hukum sebagaimana tercantum dalam
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberanuasan Korupsi tahun 2013, maka dibutuhkan NPWP dalam
permohonan perijinan di Kementerian Komunkasi dan Informatika.

Maksud dan ’I‘uijuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk mewajibkan kepada seluruh
orang pribadi/badan hukum yang mengajukan permohonan perijinan di
Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mencantumkan NPWP
orang pribadi/badan hukum;

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini agar dapat dicapai transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan kcua_ngan negara dari sektor pajak: melalui
pencantuman NPWP dalam permohonan perijinan di Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

Ruarng Lingkup

Dalam rangka,K melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun
2011 tentang Aksi Pencegehan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012,
dan Inpres (No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi tahun 2013, kemi mohon Saudara Pemohon
Perijinan di Kementerian Komunijkasi dan Informatika untuk:
|
1) Menuhskan,nama dan alamat untuk orang pribadi atau badan hukum;
dan |




2) Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam berkas
permohonan.

4. Dasar

1) Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi;

Demikian, Surat Edaraﬁ ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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1. Menteri Komunikasi'dan Informatika sebagai laporan;
2. Dirjen SDPPI; :
Dirjen PPI;

Dirjen Aptika;

Dirjen IKP;

Kepala Badan Litbang SDM;
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